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Tetaplah Bersuara Kritis

emerdekaan berserikat dan
berkumpul, mengeluarkan pikiran
dengan lisan dan tulisan, dan
sebagainya ditetapkan dengan
undang undang.

Pasal 28 Undang-Undang Dasar (ITUD) 1945 jelas mem-
berikan kesempatan kepada siapa pun warga negara Indonesia
untuk mengeluarkan pendapatnya. Tentu termasuk di dalam
ketentuan ini adalah memberikan kritik atau masukan ter-
hadap pemerintah atau aparatur pemerintahan yang sedang
berkuasa Undang undang (UU) vang dibuat untuk mengatur
lebih lanjut ketentuan dalam konstitusi itu bukanlah untuk
membatasi hak warga negara, melainkan agar penyampaian
hak itu tak mengganggu ketertiban umum.

Pasal 28F UUD 1945 menambahkan, "Setiap orang berhak
untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk me-
ngembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya serta berhak
untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, meng-
olah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan
segala jenis saluran yang tersedia”. Pasal ini menguatkan,
seliap warga negara bisa menyampaikan pendapat. termasuk
kritik kepada pemerintah atau aparatur pemerintah, melalui
media komunikasi apa pun. Apalagi, Pasal 28E Ayat (2)
menyatakan pula, setiap orang berhak atas kebebuasan ber-
serikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.

Oleh sebab itu, sebuah kemunduran dalam berdemokrasi
dan penghargaan pada hak asasi manusia (HAM) di negeri ini
ketika dua aktivis, Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti, dila-
porkan oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan
Investasi Lubut Binsar Pandjaitan ke Polda Metro Jaya.
Keduanya dianggap melanggar Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2008, vang diubah dengan UU No 192016, mengenai
Informasi dar Transaksi Elektronik (ITE), Haris dan Fatia
membuat konten berjudul "Ada Lord Luhut di Balik Relasi
Ekonomi-Ops Militer Intan Jaya! Jenderal FIN Juga Ada!”
yang ditayangkan di kanal Youtube pada 20 Agustus 2021

Majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang
dipimpin Cokorda Gede Arthana, dengan anggcta hakim Agam
Syarief Raharudin dan Mohammad Djohar Anfin, memutus-
kan membebaskan keduanya dari dakwaan melakukan pen-
cemaran nama baik Lubut dan penyebaran berita bohong
Sebelumnyva. jaksa penuntut umum menuntut Haris dengan
hukuman 4 tahun penjara dan TFatia dituntut 3,5 tahun
penjara. Juksa menyatakan kasasi atas putusan itw

Dalam  periimbangannya, Senin (8/1/2023), di Jakarta,
majelis hakim menyatakan. seorang pejabat harus siap men-
dapatkan kritik, baik secara personal maupun kebijakan. Kritik
terhadap pejabat memiliki legitimasi karena dilindungi konsti-

Kita mengapresiasi putusan majelis hakim itu, yang men-
jadi penanda penghargaan pada HAM dan tetap tegaknya
demokrasi di tengah kondisi bernegara yvang seperti kehi-
langan panutan. Namun, kebebasan ini bukan tanpa batas.
Tetaplah bersuara knlis dan beram menyampaikan kebe-
Naran.



